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Abstrak: Kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah Kompotensi profesional,  
kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, 
metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan. Kompetensi 
sosial,  kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat.   
Kompetensi personal,  kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan 
guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik,  mengesankan serta guru yang 
gaul dan ”funky.”  Guru terpanggil untuk bersedia belajar bagaimana mengajar dengan 
baik dan menyenangkan peserta didik dan terpanggil untuk menemukan cara belajar 
yang tepat.  Katakan saja, menjadi guru bukan hanya suatu profesi yang ditentukan 
melalui uji kompentensi dan sertifikasi saja, tetapi menyangkut dengan hati, artinya 
sejak semula mereka sudah bercita-cita menjadi guru, guru yang mengenal dirinya, dan 
sebagai panggilan tugas kemanusian yang muliah yang diikuti dengan penghargaan 
yang profesional pula.    Kata Kunci :  Guru berkompetsni. Sertifikasi, dan  profesional 

 
 
A. Pendahuluan 

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan 

pendidikan dalam mentranformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai 

tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya.  Dari 

sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang 

sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di 

setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk 

memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, 

profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai 

tujuan yang diharapkan [UU No.14Thn 2005:2]  

Pendapat akhir pemerintah atas Rancangan UU tentang guru dan dosen 

yang disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, cukup menjanjikan kualitas pendidikan Indonesia dengan guru-guru 

yang profesional, memiliki kompetensi dan disertfikasi sebagai jabatan profesi 

guru.  Tetapi, konsep dan Undang-Undang, berbicara pada dataran edial,  tetapi 

realitas pendidikan yang dihadapi saat ini berbicara lain. Katakan saja, berita dari 

dunia pendidikan yang menggetarkan para pengguna pendidikan: Pertama, 

hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak memiliki 

kompetensi yang layak untuk mengajar. Katakan saja, kualifikasi dan 

kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar disekolah. Dari sini kemudian 
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diklarifikasi lagi, guru yang tidak layak mengajar atau menjadi guru berjumlah 

912.505, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru AMP, 75.684 guru SMA, dan 

63.962 guru SMK. Kedua, tercatat 15 persen guru mengajar tidak sesuai dengan 

keahlian yang dipunyainya atau budangnya [Kompas, 9/12/2005]. Dengan 

kondisi, berapa banyak peserta didik yang mengenyam pendidikan dari guru-guru 

tersebut? Berapa banyak yang dirugikan? [Baskoro Poedjinoegroho E: Kompas, 

5/1/2006]. Keempat,   fakta lain, menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia 

masih jauh dari memadai. Berdasarkan statistik 60% guru SD, 40% guru SLTP, 

43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-

masing. Selain itu 17.2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan 

bidang studinya. Bila SDM guru kita, dibandingkan dengan negara-negara lain, 

maka kualitas SDM guru kita berada pada urutan 109 dari 179 negara 

berdasarkan Human Development Index [Satria Dharma:From:http:// suarakita. 

com/artikel. html].  Apabila data ini valid, maka cukup mencengankan kita yang 

bergelut dalam dunia pendidikan selama ini.  

Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan 

profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat [Purwanto; From.http: 

//www. pustekkom.go.id]. Tetapi, data dan kondisi di atas, cukup memprihatikan 

kita. Mungkin kita bertanya,  apa yang diperbuat selama ini dalam dunia 

pendidikan kita? Padahal, setiap ganti mentri, mesti ganti kebijakan dalam dunia 

pendidikan, tetapi kondisi dan realitas tenaga guru yang disebutkan di atas 

adalah merupakan suatu berita yang mencengangkan dan bencana untuk dunia 

pendidikan. Mungkinkah  guru dapat menjadi profesional?  Harus disadari kondisi 

guru seperti pada temuan di atas harus menjadi keprihatinan bersama. 

Kondisi di atas membuat kita bertanya, apakah ada sesuatu yang salah 

dalam sistem rekruiting guru.   Siapakah mereka itu?  Apakah mereka adalah 

para calon guru atau mereka-mereka yang sedang belajar untuk menjadi guru. 

Apakah mereka itu sejak semula bercita-cita menjadi guru ataukah lantaran tidak 

dapat masuk ke fakultas yang dicita-citakan, lantas memaksa diri untuk menjadi 

guru yang tidak sesuai dengan pilihannya? Apakah kegagalan mereka untuk 

memasuki fakultas nonkeguruan merupakan indikasi bahwa mereka tidak 
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mempunyai kemampuan yang mencukupi?  Apabila demikian, apakah mereka 

dapat dikatakan terdampar menjadi guru?  Ini adalah persoalan serius yang 

dihadapi untuk mewujudkan kompetensi, sertifikasi dan profesionalisme guru.  

Bukankah hampir tidak pernah terdengar tentang sebuah ciri-cita untuk menjadi 

guru, sekalipun dari anak guru? Apakah ini semua, ada korelasinya dengan 

kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme para guru? [Baca: Baskoro 

Poedjinoegroho E: Kompas, 5/1/2006]. 
 

B. Idealisme dunia guru sebagai tenaga kependidikan 

Guru bukanlah seorang tukang dan perkerjaan ”sambilan”, tetapi seorang 

intelektual yang harus menyesuaikan diri dengan situasi dan persoalan yang 

dihadapi. Apabila pendidikan di Indonesia ini ingin maju dan berhasil, maka 

memang para guru, yang menjadi ujung tombaknya harus sungguh profesional, 

baik dalam bidang keahliannya [kompetensi], dalam bidang pendampingan, dan 

dalam kehidupannya yang dapat dicontoh oleh sisiwa [Paul Suparno,2004:vii].  

Guru  perlu melakukan beberapa usaha yang dilakukan untuk membangun 

kompetensi : Pertama, guru harus memiliki rasa tidak puas dengan keadaan atau 

dengan apa yang telah diperoleh, terutama sekali dalam bidang usaha mengajar. 

Kedua, guru harus dapat memahami anak sebagai pribadi yang unik, yang satu 

sama lain memiliki kekuatan dan kecerdasannya masing-masing. Ketiga, sebagai 

guru dituntut untuk menjadi pribadi yang fleksibel dan terbuka. Fleksibel 

menghadapi situasi yang selalu maju dalam dunia pendidikan [Agus 

Listiyono:From:www.kompas.com]. Keempat, guru harus merasa terpanggil untuk 

menekuni profesinya sebagai guru, dan bukan pekerjaan ”sambilan”. 

Rasa terpanggil dengan profesi guru,  David Hansen dalam bukunya The 

Call to Teach [1995], mengungkapkan bahwa menjadi guru adalah panggilan 

hidup. Menurutnya, ada dua segi dalam panggilan, yaitu : Pekerjaan itu 

membantu mengembangkan orang lain [ada unsur sosial], dan pekerjaan itu juga 

mengembangkan dan memenuhi diri kita sebagai pribadi [Paul Suparno,2004:9].  

Jelas pekerjaan guru terlibat dengan suatu pekerjaan yang mempunyai arti dan 

nilai sosial, yaitu berguna bagi perkembangan orang lain. Dalam pekerjaan guru, 
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sangat jelas bahwa mereka melakukan sesuatu pekerjaan yang berguna bagi 

perkembangan hidup anak-anak, di lingkungan sekolah dan bahkan menyarakat 

dimana mereka tinggal.  Dengan menjalankan tugas sebagai guru yang baik,  

dengan membantu anak-anak berkembang dalam semua aspek kehidupan, 

seorang guru semakin merasa hidup berarti, semakin menemukan identitas 

dirinya, semakin merasakan kepuasan batin yang mendalam [Paul 

Suparno,2004:11-12]. 

Apakah cukup itu idealisme seorang guru yang profesional.  Hemat 

penulis, guru haruslah berusaha untuk meningkatan kualitas dan memenuhi 

kompetensinya.  Guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai 

berikut:  memahami tuntutan standar profesi, jika  ingin meningkatkan 

profesionalismenya,  mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan,  

membina jaringan kerja atau networking, yang akan memperoleh akses terhadap 

inovasi-inovasi di bidang profesinya,  mengembangkan etos kerja atau budaya 

kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada pengguna 

pendidikan. Guru, memberikan pelayanan prima kepada pengguna pendidikan:  

siswa, orangtua dan sekolah sebagai stakeholder.  Tugas guru, termasuk 

pelayanan publik vang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan 

publik. Maka, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya 

kepada publik,  guru harus berusaha mengadopsi inovasi atau mengembangkan 

kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi agar  tidak ketinggalan atau 

“gaptek” [gagap teknologi] dalam kemampuannya mengelola pembelajaran 

[baca:Purwanto, http://www.pustekkom...,]. Maka, sikap yang harus senantiasa 

dipupuk dan dimiliki guru adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesedian untuk mengenal profesinya,  mau belajar dengan meluangkan waktu 

untuk menjadi guru dan bukan pekerjaan sambilan. 

Guru sebagai tenaga profesional  bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab [UU No.14Th.2005:psl.6]. 
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Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, penggailan 

jiwa, dan idealisme. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimaman, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki tanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan. Memperoleh pengahsilan yang ditentukan 

sesuai dengan prestasi kerja. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Memiliki 

jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional, dan 

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan fungsi keprofesionalan guru [UU No.14 Th.2005:psl.7]. 

Esensi penlindungan hukum jabatan profesi guru dan dosen dimaksud 

untuk : [1] memberikan jaminan kepastian bagi peserta didik, orang tua dan 

masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, [2] 

memberikan jaminan pada tersedianya calon guru dan dosen yang profesional 

kerana jabatan guru dan dosen akan kembali dihormati dan dihargai secara 

layak, [3] memberikan jaminan bahwa jabatan/pekerjaan guru dan dosen akan 

menjadi jabatan yang menarik dan kompetitif, [4] memberikan jaminan bahwa 

para guru dan dosen akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, [5] meningkatkan 

kesadaran dan tanggungjawab profesionalitas guru dan dosen dalam bekerja 

dengan terus-menerus berusaha meningkatkan kompetensi profesionalitasnya, 

[6] memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen untuk 

memperoleh hak-haknya sebagai pengemban profesi yang tidak saja layak 

secara manusiawi, tetapi juga sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang 

dimilikinya, [7] memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen 

dalam menghadapi ancaman dan/atau tindakan yang tidak manusia dari peserta 

didik, orang tua/wali siswa, dan anggota masyarakat, dan [8] menjamin 

kesetaraan semua satuan pendidikan antara satuan pendidikan yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah [Pendapat Akhir Pemerintah,2005, dalam UU 

No.14Th.2005:3]. 
 

C. Standan Kompetensi  Guru  

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Kompetensi dasar yang harus dimiliki guru meliputi 

kompetensi paedagogik, kompetensi persolan atau kepribadian, kompetensi 

sosial,  dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi 

[UU No.14 Th.2005:psl. 8 dan 10]. Depdiknas, [2001], merumuskan beberapa 

kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti, kompetensi kepribadian, 

bidang studi, dan kompetensi pada pendidikan/pengajaran [Paul Suparno, 

2004:47]. Kompetensi ini, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, 

membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian, banyak guru kita masih rendah dalam kompetensi pengajaran, 

maka dalam pendidikan profesi dan sertifikasi kemampuan keterampilan 

mengajar harus diutamakan [Paul Suparman, KR,15/11/2005:10].  

Standar kompetensi yang diperlukan seorang guru dalam menjalankan 

pekerjaannya adalah: Kompetensi bidang substansi atau bidang studi.  

Mengharuskan guru untuk menguasai kurikulum,  menguasai materi pelajaran, 

memahami kebijakan-kebijakan pendidikan, pemahaman pada karakteristik dan 

isi bahan pembelajaran, menguasai konsepnya,  memahami konteks ilmu 

tersebut dengan masyarakat dan lingkungan, memahami bagaimana dampak 

dan relasi ilmu tersebut dalam kehidupan masyarakat dan dengan ilmu yang lain 

[Paul Suparno, 2004: 51]. Kompetensi bidang pembelajaran. Menguasai teknik 

pengelolaan kelas dan metode mengajar. Kompetensi bidang pendidikan nilai 

dan bimbingan. Mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, 

jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, 

berpikir kreatif, kritis, refletif, mau belajar sepanjang hayat”, dan Kompetensi 

bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat. Dapat berkomunikasi 

dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, dan mengabdi pada 

kepentingan masyarakat  [Baca: Purwanto, http://www. pustekkom].   
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Tugas guru merupakan pekerjaan yang cukup berat dan mulia, karena 

selain memperoleh amanah dan limpahan tugas dari masyarakat dan orang 

murid, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan 

dan kebudayaan, keterampilan menjalani kehidupan [life skills], nilai-nilai [value] 

dan beliefs.  Dari life skills, guru diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi 

proses pembelajaran yang didasarkan pada leaning competency, sehingga 

outputnya jelas. Guru dituntut memiliki kompetensi bidang keilmuan dan 

kompetensi bidang keguaruan. Guru dituntut meningkatan kinerjanya 

[performance],  meningkatkan kemampuan, wawasan, serta kreativitasnya. 

Bagaimana guru ideal yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas 

pendidikan. Kata kuncinya, adalah guru harus diajak berubah dengan dilatih 

terus menerus.   Guru harus terus ditingkatkan sensifitasnya dan kreatifitasnya. 

Kemampuan guru mengembangkan kepekaan paedagogisnya untuk 

kepentingan pembelajaran dan kualitas pendidikan. Guru harus benar-benar 

kompeten pada bidangnya dan memiliki komitmen  tinggi pada profesinya. 

Kompetensi guru yang dibicarakan sebenarnya merupakan pengejewantahan 

dari falsafah dan prinsip pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantoro, 

yang mencakup Tut Wuri Handayani [dibelakang memberi dorongan], Ing Madyo 

Mangun Karso [di tengah membangun prakarsa], dan Ing Ngarso Sung Tulodo 

[di sepan meberi keteladanan] [Pendapat Akhir Pemerintah, 2005:4]. Tetapi 

konsep dasar Ki Hajar Dewantoro ini, kadang hanya menjadi ”selogan” 

pendidikan dan  dilupakan dalam proses pendididkan. Aspek kompetensi secara 

serius  digali dari konsep dasar Ki Hajar Dewantoro tersebut, sebanranya 

kompetensi guru dan pendidikan kita sudah jauh lebih berkualitas dan maju.   
 

D. Langkah, Tujuan dan Sasaran Sertifikasi Guru 

 Langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkat 

kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada 

beberapa hal yang dapat dikelompokan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas atau mutu guru antara lain: [1] sertifikasi guru, [2] pembaharuan 

sertifikat, [3] beberapa fasilitas untuk memajukan, diri [4] sarjana nonpendidikan 
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dapat menjadi guru.  Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, 

sebagai standar kompetensi guru.  

Sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan atau sebagai 

satu-satunya alat ukur mutu guru. Sebab sertifikasi guru belum tentu menjamin 

peningkatan kualitas guru.  Maka, birokrasi dalam hal ini pemerintah jangan 

hanya memikirkan agar guru dapat disertifikasi dan dipaksa menjadi baik 

secara ”instan” dengan mengabaikan kondisi guru.  Sebab, jika  kesiapan para 

guru dan lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal 

kompetensinya, kesejahteraan guru kurang layak, maka sulit diharapkan 

perubahan dapat terjadi.  Secara makro hal ini disebabkan karena secara 

nasional maupun lokal guru tidak ditempatkan sebagai SDM yang strategis 

untuk melakukan perubahan. Disamping kualitas guru yang masih rendah, 

mereka juga masih dibayar rendah.  

Dari hasil riset lapangan, banyak  guru mengatakan bahwa sertifikasi 

profesi guru sangat baik dan dapat mengangkat derajat dan wibawa para guru di 

Indonesia.  Tetapi, dalam penerapannya ada hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

[1] kebanyakan guru di Indonesia setelah menjadi pengajar tidak memperdalam 

pengetahuannya. Artinya, banyak guru kita masih rendah dalam kompetensi 

pengajaran, [2] harus dipertimbangkan model yang bagaimana yang tepat untuk 

guru-guru di Indonesia, dan kesiapan para guru untuk disertifikasi, [3] perlu 

dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi dilaksanakan dan perlu 

dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikasi, [4] apabila kebijakan 

sertifikasi tersebut dilakukan secara ”mentah” dan ”instan”, tanpa sosialisasi dan 

pelatihan-pelatihan akan merugikan para guru yang sudah cukup lama mengabdi 

[Hasil wawanancara]. 

Pandangan lain diperoleh dari para guru, yaitu penghargaan terhadap 

guru belum sebanding dengan beberapa profesi lain [seperti profesi dokter, dan 

lain-lain]. Hal ini menjadi permaslah mendasar bagi profesi guru itu sendiri, yaitu: 

Pertama,  persoalan yang mendasar adalah kebanyakan guru yang belum 

memenuhi kualifikasi minimal untuk mengajar, baik dari segi ilmu maupun 

keterampilan.  Kedua, penghasilan guru yang kurang memadai apabila 
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dibandingkan dengan penghasilan profesi lain dan hal ini berimbas pada profesi 

guru itu sendiri kurang diminati. Profesi guru tidak lebih dari sebuah pekerjaan 

”terpaksa” dilakukan ketika tidak mampu menemukan pekerjaan lain yang ”lebih 

baik”. Sebagai contoh saja,  seorang guru akan segera berpindah pada 

pekerjaan lain, ketika mendapatkan kesempatan bekerja ditempat lain yang 

menjanjikan dan memberikan fasilitas serta penghasilan yang lebih memadai. 

Menurut mereka, hanya beberapa - ”segelintir” – guru yang menyenangi dan 

menekuni profesinya karena memiliki sumber pengahsilan lain. Ketiga,  banyak 

guru yang tidak memiliki standar kualifikasi yang dituntut oleh masyarakat. 

Menurut mereka, bahwa seorang guru – berbeda dengan profesi dokter, 

akuntan, dan pengacara – sangat banyak bekerja dengan mengandalkan 

keterampilan berelasi. Guru banyak dituntut untuk bekerja dalam suatu tim kerja, 

berinteraksi secara intensif setia hari dengan siswa dan berkomunikasi dengan 

orang tua siswa. Keempat, guru kurang dihargai, karena pekerjaan yang 

diembannya dianggap kurang membutuhkan keterampilan yang sangat khusus 

dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi profesional [Hasil 

wawanancara] 

Para guru,  mengatakan apabila  program sertifikasi ini dapat secara 

langsung menjawab persoalan-persoalan di atas,  akan membuat profesi guru 

menjadi baik, pekerjaan guru akan menjadi sebuah profesi yang menarik dan 

dikejar orang.  Tetapi, tampaknya program tersebut tidak akan sanggup 

menjawab beberapa persoalan mendasar dari profesi guru itu sendiri. Maka kritik 

yang disampaikan mereka, apabila yang dipercaya sebagai perancang program 

ini adalah sejumlah universitas eks IKIP, ini menjadi pertanyaan, mengapa 

mereka yang tidak berhasil mengangkat martabat guru dan bahkan merubah 

IKIP menjadi universitas, kenapa dijadikan dan dilibatkan dalam penyusun 

program nasional yang sedemikian penting?  [Hasil wawanancara] 

Mengenai sasaran sertifikasi guru, dilaksanakan untuk semua guru, baik 

guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-

petihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi  calon guru yang 

berkualifikasi Sarjana kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru 
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dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 kependidikan atau 

yang SKS-nya belum setara dengan kurikulum program sertifikasi.  Sedangkan 

bagi calon guru yang berkualifikasi sarjana atau Diploma non-kependidikan wajib 

menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum 

program sertifikat guru.  

Agar sertifikasi itu sungguh bermutu, ujian profesi keguruan harus objektif, 

bebas dari ”kkn”, dan ”suap”. Katakan saja, bila  guru dan calon guru dalam ujian 

sertifikasi memang terbukti tidak kompetens dan tidak lulus, tidak mendapatkan 

sertifikat [Paul Suparno, KR:15/11/2005:10]. Kemudian guru tersebut, 

”diparkirkan” atau diistirahatkan sementara untuk mengikuti pelatihan kompetensi 

keguruan dan kemudian diuji kembali. Dengan demikian, keobjektifan dalam 

penilaian sangat penting,  sehingga tidak terjadi orang mendapatkan sertifikat 

dengan cara membeli, koneksi atau ”koncoisme”.   ”Bila hal ini terjadi, maka 

mutu guru tetap tidak terjamin dan pendidikan tetap terpuruk” [Paul Suparno, 

KR:15/11/2005:10].   

Selain itu, agar sertifikasi itu sungguh menunjukkan kemampuan dan 

keterampilan guru dalam mengajar dengan segala kompetensi yang dimiliki. 

”Badan sertifikasi” guru sungguh harus objektif untuk menguji dan menilai 

sertifikasi guru.  Tapi pertanyaan mendasar yang dikemukakan Paul Suparno di 

atas, apakah  badan tersebut benar-benar ”objektif” untuk menguji kompetensi 

dan sertifikasi.  Pertanyaan, lembaga mana yang dapat ditunjuk secara ”objektif”  

untuk diberikan kualifikasi melakukan sertifikasi dan uji kompetensi guru?  Maka, 

untuk menguji kompetensi dan sertifikasi, diperlukan suatu ”lembaga” atau 

”badan independen”  yang akan menilai kompetensi guru.  Perhatikan, kritik yang 

disampaikan para guru di atas,  ”apabila sejumlah universitas eks IKIP dipercaya 

sebagai perancang program ini,  dipertanyakan”.  Kritik para guru tersebut, perlu 

menjadi pertimbangan untuk menunjuk lembaga penyelenggaran uji  sertifikasi.  

Aspek sertifikasi guru yang akan diuji adalah mengacu pada kompetensi 

dasar yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi profesional, persolan, 

kepribadian,   dan sosial.  Pertama, kompetensi profesional, aspek pada 

kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan mengajar, meliputi kemampuan 
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dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kemampuan 

dalam menganalisis, penyusunan program perbaikan dan pengayaan, 

kemampuan dalam membimbing dan konseling. Kemampuan dalam bidang 

keilmuan, terkait dengan keluasan dan kedalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang akan ditransformasikan kepada peserta didik, pemahaman terhadap 

wawasan pendidikan,  dan kemampuan memahami kebijakan-kebijakan 

pendidikan.  Keduan, kompetensi persolan, aspek pada kompetensi ini berkaitan 

dengan aktualisasi diri dan menekuni profesi, jujur,  beriman, bermoral, peka, 

luwes, humanis, berwawasan luas, berpikir kreatif, kritis, refletif, mau belajar 

sepanjang hayat. Ketiga, kompetensi  kepribadian,  aspek pada kompetensi ini 

berkait dengan kondisi guru sebagai individu yang kepribadian yang utuh, 

mantap, dewasa, berwibawa, berbudi luhur dan anggun moral, serta penuh 

keteladanan.  Keempat, kompetensi sosial,  aspek pada kompetensi ini berkait 

dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efesien dengan peserta 

didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, kemampuan menyelesaikan 

masalah, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat. 

Proses sertifikasi para guru sebaiknya ditangani oleh lembaga atau badan 

independen yang kompetensi dan objektif. Katakan saja, Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan [LPTK] yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang 

mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan, memiliki kewenangan dan 

pengalaman pengadaan tenaga kependidikan, serta memiliki sumber daya 

manusia yang kompeten di bidang kependidikan dan nonkependidikan.  

Lembaga tersebut harus didukung dengan berbagai sarana kependidikan, 

seperti Sekolah Laboratorium, Pusat Sumber Belajar, Praktek Pengalaman 

Lapangan, dan Pusat Penelitian Kependidikan. 

Hemat penulis, uji kompetensi dan sertifikasi harus dilakukan secara ”by 

proses” dan bukan ”instan”. Katakan saja, dari pengamatan di lapangan tentang 

uji dan evaluasi pendidikan dan pembelajaran, biasanya kita terpaku pada hasil 

pembelajaran dan mengbaikan proses pelaksanaan secara ”holistik”. Contoh 

terdekat, adalah Ujian Akhir Nasional [UAN] bagi siswa-siswa yang menuai 

protes dan bahkan merenggut beberapa nyawa siswa karena kecewa. Maka, 
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apabila uji kompetensi dan sertifikasi guru juga pelaksanaan seperti itu dan 

aspek-aspek kompetensi hanya diujikan dengan sistem tes saja, ”apalagi yang 

kurang atau tidak objektif”, maka hal itu tentu belum menjamin kepastian tingkat 

kompetensi dan sertifikasi sebagai profesi guru.  

Agar sertifikasi itu dapat menunjukkan kemampuan dan keterampilan guru 

dalam mengajar, maka uji kompetensi dan sertifikasi harus dilakukan secara ”by 

proses”. Artinya, bagi para guru yang berasal dari ”fakultas keguruan” sebelum 

diuji perlu disegarkan kembali pada aspek ”materi keilmuan”,  ”keterampilan dan 

strategi mengajar”. Sedangkan bagi guru-guru yang berasal dari 

nonkependiddikan, sebelum uji kompetsnsi dan sertifikasi, perlu dilakukan 

pelatihan atau mengambil pendidikan profesi keguruan dengan bobot sejumlah  

36 – 40 sks.  Aspek materi keguruan, yang dipelajari : Ilmu Pendidikan atau 

Landasan Pendidikan, Metode dan Strategi Pembelajaran, Psikologi 

Perkembanagan, Perencanaan Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, Psikologi 

Belajar, Media Pembelajaran, Bimbingan dan Konseling, Komunikasi Pendidikan, 

Profesi Keguruan, Telaah Pengembangan Kurikulum, Penelitian dan Evalusi 

Sistem Pendidikan, serta  Praktek Pengenalan Lapangan [PPL].  Setelah itu baru 

dilakukan uji profesi atau kompetensi dan sertifikasi.  Apabila proses ini 

dilakukan secara terencana, sistimatik, dan objektif, serta terhindar  atau bebas 

dari KKN, ”suap” atau dengan cara ”membeli sertifkat”, maka mutu keilmuan 

guru dikemudian hari akan meningkat dan kualitas dan kompetsnsi guru dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Cacatan akhir sebagai sebuah renungan,  sertifikasi dan kompetensi itu 

penting, tetapi pendidikan lebih dari itu. Pendidikan pascamodern tidak lagi 

mono-sentralistik. Pusat-pusat pengembangan dapat saja berada di mana-mana 

[J.Bismoko, KR, 3/12/2005, hlm.12]. Katakan saja, sumber ilmu pengetahuan 

yang selama ini dianggap terpusat pada institusi pendidikan formal yang 

konvensional, mungkin saja akan tergeser. Sebab, sumber ilmu pengetahuan 

akan tersebar di mana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh 

pengetahuan tanpa kesulitan kerena diperoleh melalui sarana ”internet” dan 

”media informasi” lainnya.  Paradigma ini dikenal dikenal sebagai distributed 
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intelligence [distributed knowledge]. Dengan paradigma ini, tampaknya fungsi 

guru/dosen/lembaga pendidikan akan beralih dari sebuah sumber ilmu 

pengetahuan menjadi mediator dari ilmu pengetahuan [Hujair AH. Sanaky, 2004: 

94].  Hal ini, menunjukan bahwa di masa depan sekolah akan berubah dari 

format kelas  menjadi sekolah bersama dalam satu kota, sekolah bersama dalam 

satu negara, bahkan bersama di dunia atau sekolah global [Baca:Purwanto, 

http://www.pustekkom].   Pertanyaan, guru seperti apa yang dibutuhkan dalam 

model pembelajaran seperti itu? 
 

E. Catatan Penutup 
 

Sertifikasi guru, merupakan kebijakan yang sangat strategis, karena 

langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkat kualitas guru, 

memiliki kompetensi, mengangkat harkat dan wibawa guru sehingga guru lebih 

dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidiakan di Indonesia.   

Sikap yang harus dibangun para guru dalam kompetensi dan sertifikasi ini 

adalah profesionalisme, kualitas,  mengenal dan menekuni profesi keguruan,  

meningkatkan kualitas keguruan,  mau belajar dengan meluangkan waktu untuk 

menjadi guru, kerasan dan bangga atas keguruannya  adalah langkah untuk 

menjadi guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk mendapatkan 

sertifikasi keguruan. 

Sertifikasi guru merupakan proses  yang dapat  mengangkat harkat dan 

wibawa guru. Namun, sertifikasi guru jangan sampai dipandang sebagai satu-

satunya jalan yang menjamin kualitas guru.  Sangat tidak tepat apabila 

pemerintah memaksakan program ini menjadi program yang ”instan”, sementara 

lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi.  Jika 

program ini dipaksakan secara ”instan”, maka sulit diharapkan sebuah 

perubahan yang signifikan akan terjadi pada wajah pendidikan di Indonesia.  

Hal yang penting adalah membangun ”kesadaran” dan ”budaya” bahwa 

guru adalah ”ujung tombak”, memiliki peran yang besar, merupakan faktor 

penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, yang 

didukung dengan kesejahteraan guru yang layak dan memadai, sehingga mau 
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tidak mau, senang tidak senang, guru harus meningkat diri dengan profesi yang 

ditekuninya. Dengan demikian, kata kuncinya semua kebijakan yang dilakukan 

untuk meningkat kualitas, kompetsnsi dan sertifikasi guru adalah ”by proses” dan 

bukan ”instan 
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